




MASALAH KRISIS PANGAN DI SUDAN SELATAN 
PASCA KONFLIK TAHUN 2013  
 
Berdasarkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian yang sudah 
dijelaskan dalam latar belakang terkait dengan masalah pangan di Sudan Selatan, 
maka pada bab II ini akan menjelaskan tentang kondisi pangan di Sudan Selatan 
setelah terjadinya konflik besar di akhir tahun 2013 yang diperparah dengan adanya 
kekeringan. Selain itu, pada bab ini juga akan menjelaskan faktor-faktor penyebab 
terjadinya krisis pangan di negara tersebut. Terutama kondisi pangan setelah 
terjadinya konflik antara pemerintah dengan pasukan oposisi pasca Sudan Selatan 
merdeka yang menjatuhkan banyak korban dan menimbulkan perekonomian yang 
tidak stabil. Penulis juga akan menjelaskan secara umum beberapa organisasi 
internasional yang terlibat dalam mengatasi kondisi krisis pangan tersebut. 
2.1 Masalah Krisis Pangan di Sudan Selatan 
2.1.1 Konflik Sudan Selatan Pasca Merdeka 
Jauh sebelum Sudan Selatan merdeka, konflik sudah kerap terjadi di 
kawasan tersebut. Konflik merupakan salah satu fenomena sosial yang pasti terjadi 
di masyarakat dan dapat menjadi suatu hal membangun maupun merusak. Perang 
saudara dengan negara Sudan yang berkepanjangan pada akhirnya membuahkan 
hasil. Sebagian besar rakyat wilayah selatan memilih untuk memisahkan diri dari 




Sudan dan mendapatkan kemerdekaannya sendiri pada 9 Juli 2011 melalui hasil 
referendum. Pusat pemerintahan negara tersebut sekaligus menjadi ibu kota Sudan 
Selatan terletak di Juba. Diawal kemerdekaannya, kondisi insfrastruktur, 
pendidikan dan nutrisi anak hingga hak perempuan masih dalam kondisi 
memprihatinkan. Hambatan utama terhadap stabilitas dan pembangunan adalah 
kurangnya sumber daya manusia dan institusi Sudan Selatan. Saat itu Salva Kiir 
menunjuk Riek Machar sebagai wakil presiden di Sudan Selatan pada dasarnya ia 
berusaha membangun pemerintahan persatuan dimana kedua kelompok etnis 
saingan ini berbagi kekuasaan, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama.  
Tantangan berikutnya yaitu terjadinya konflik sipil karena berdirinya 
sebuah gerakan Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) dimana presiden dan 
wakil presiden Sudan Selatan sebagai anggota, namun ada persaingan politik 
diantara keduanya.36 Adapun perpecahan tidak berhenti sampai disitu kekacauan 
internal dalam negara kembali muncul pada bulan Desember 2013 antara presiden 
dan wakil presiden negara ini. Namun apa yang sebenarnya terjadi belum jelas. 
Presiden Sudan Selatan mengatakan bahwa wakilnya telah mencoba merebut 
kekuasaan bahkan menyebarkan konstitusinya sendiri. Pergulatan politik antara 
Salva Kiir dengan Riek Machar tersebut mengakibatkan Machar dipecat sebagai 
wakil presiden Sudan Selatan, yang berdampak pada pecahnya kekerasan antara 
tentara penjaga dari dua kelompok etnis terbesar di negara tersebut.37 Konflik 
 
36  BBC, Loc.Cit. 
37 Klaas van Dijken, South Sudan ravaged by ethnic violence, diakses dalam 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/02/south-sudan-ravaged-by-ethnic-violence-




semakin memanas antar kelompok pihak yang bertikai serta menyebar di beberapa 
wilayah.  
 Tentara dari kelompok etnis Dinka bersekutu dengan presiden Salva Kiir 
dan mereka yang dari kelompok etnis Nuer mendukung Machar. Saat itu muncul 
berbagai ancaman bahwa para pemberontak menargetkan membunuh etnis Dinka, 
sementara pasukan militer menargetkan etnis Nuer. Kekacauan semakin parah 
ketika Kiir mengumumkan bahwa Machar telah mencoba melakukan kudeta di ibu 
kota Sudan Selatan. Mendengar tuduhan itu, Machar langsung membantah karena 
menurutnya hal tersebut hanyalah alasan Kiir untuk menyingkirkan dirinya dari 
persaingan politik.38 Kemudian yang lain mengatakan kekerasan itu terjadi ketika 
penjaga presiden dari suku Dinka mayoritas Kiir mencoba melucuti penjaga dari 
kelompok etnis Nuer yang mencoba membela Machar. Terlepas dari apa yang 
sebenarnya terjadi, pertarungan politik dengan cepat berubah menjadi konflik etnis. 
Kekerasan mulai menyebar dengan cepat ke negara bagian di Sudan Selatan. 
Persebaran cepat karena para anggota kelompok pemberontak Machar 
menggunakan media berupa radio dalam menyebarkan sikap kebencian. 
Akibat dari persebaran kekerasan tersebut PBB menyatakan bahwa sejak 
perang sipil berlangsung, setidaknya ribuan orang telah terbunuh dan sekitar 
120.000 lainnya kehilangan tempat tinggal berusaha bertahan hidup serta mencari 
perlindungan dalam minggu pertama sejak terjadinya pembantaian.39 Beberapa hari 
 
38 Daily Nation, Riek Machar denies South Sudan coup attempt diakses dalam 
http://www.nation.co.ke/news- Riek-Machar-denies-South-Sudan-coup-attempt/-/1056/2116812/-
/4kpqym/-/index.html pada tanggal (08/01/2020, 21.28 WIB) 
39 Israel Nyaburi, South Sudan Conflict from 2013 to 2018, diakses dalam www.accord.org.za/ajcr-




kemudian Machar melarikan diri dari ibu kota Juba, kemudian pasukan tentara Nuer 
memisahkan diri dan melarikan diri bersamanya. Konflik yang tidak kunjung 
selesai membuat Sudan Selatan semakin terpuruk serta kesulitan dalam menemukan 
jalan damai. Berbagai macam cara telah dilakukan seperti perjanjian gencatan 
senjata yang difasilitasi oleh IGAD (Intergovernmental Authority on Development) 
pada tahun 2015.40 IGAD merupakan organisasi publik dibentuk atas kesamaan 
karakteristik masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis maupun ras serta letak 
geografis negara yang berada di kawasan Afrika Timur.  
Sebagai langkah dalam mengakhiri perang saudara, pertengahan tahun 2016 
Machar kembali diangkat sebagai wakil presiden untuk mendampingi Kiir setelah 
dua tahun dia berada di luar negeri untuk melarikan diri. Penghentian permusuhan 
ternyata tidak berlangsung lama karena kedua belah pihak saling menuduh maupun 
melanggar ketentuan perjanjian damai. Sehingga perjanjian tersebut ternyata tidak 
berjalan sesuai rencana. Kekerasan pecah antara pasukan pemerintah dengan faksi-
faksi oposisi dan kembali menggusur puluhan ribu orang di tahun 2017.41 IGAD 
menyampaikan upaya selanjutnya di tahun 2018 agar Kiir dan Machar 
menandatangani Deklarasi Gencatan Senjata Permanen dan janji untuk 
bernegosiasi perjanjian pembagian kekuasaan dalam mengakhiri konflik, meskipun 
ternyata masih banyak kelemahan dalam kesepakatan tersebut.42  
 
40  Ibid. 
41 Will Johnston, Salvaging South Sudan’s Fragile Peace Deal, diakses dalam 
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/270-salvaging-south-sudans-fragile-





Beberapa bulan setelah itu, Kiir dan Machar kembali menandatangani 
gencatan senjata terakhir dan perjanjian pembagian kekuasaan untuk mengakhiri 
perang saudara yang ditandatangani juga oleh pemerintah, partai oposisi Machar 
dan beberapa anggota pemberontak lainnya. Namun laporan tentang serangan dan 
pelanggaran kesepakatan damai sebelumnya masih saja terjadi. Kekerasan yang 
berlangsung secara bertubi-tubi hingga ke daerah yang relatif damai dan dikenal 
dengan hasil panen tinggi juga menjadi sasaran oleh mereka. Hal ini jelas 
mempengaruhi produksi pangan di Sudan Selatan. Kegagalan mediasi yang 
dilakukan oleh IGAD disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti tidak ada 
komitmen yang kuat dari salah satu pihak yang bertikai, keterbatasan kapasitas 
IGAD dan banyaknya campur tangan dari pihak luar.43 
Setelah kurang lebih lima tahun terus menerus terjadi konflik, jumlah orang 
terlantar meningkat menjadi lebih dari 2 juta orang. Situasi ini menjadi lebih buruk 
dengan adanya pernyataan dari United Nation (UN) bahwa dampak terbesar dari 
konflik ialah hancrnya perekonomian Sudan Selatan, konflik menewaskan sekitar 
380.000 orang, sepertiga populasi mengungsi, setiap detik orang akan kelaparan.44 
Target serangan konflik-konflik yang terjadi beragam yaitu kekerasan terhadap 
warga sipil, kekerasan kepada perempuan seperti pemerkosaan, pembakaran rumah 
dan hewan ternak, pembunuhan hingga penculikan semakin terus meluas. Para 
pemberi bantuan juga ikut diserang, makanan yang akan dibagikan untuk para 
korban dijarah oleh berbagai kelompok yang bertikai. Beberapa relawan juga 
 
43  Ibid. 
44 UN News, Famine Declared in region of South Sudan, diakses dalam 
https://news.un.org/en/story/2017/02/551812-famine-declared-region-south-sudan-un pada tanggal 




menjadi sasaran penyergapan anggota bersenjata bahkan ada yang diculik dan 
dibunuh. Berbagai bantuan yang datang dihadang oleh kelompok yang bertikai dan 
beberapa akses jalan menuju pengungsian di blokir. 
Kondisi politik yang tidak kunjung membaik menjadi salah satu penyebab 
masih terjadinya kelaparan, sebagaimana telah dijelaskan oleh Serge Tissot,45 
“Famine has become a tragic reality in parts of South Sudan and our worst fears 
have been realised. Many families have exhausted every means they have to 
survive”.46 Kekerasan ini mempengaruhi banyak aspek tidak hanya anak-anak yang 
tidak bisa sekolah, layanan kesehatan kurang memadai, petani tidak mendapat hasil 
panen, melainkan para pekerja lain juga banyak meninggalkan pekerjaan mereka 
sebelumnya untuk mencari cara lain agar dapat bertahan hidup. Selain itu ada warga 
sipil yang menjadi korban walaupun bukan termasuk etnis Dinka maupun Nuer 
memilih mengungsi di negara tetangga seperti Ethiopia, Uganda dan Kenya karena 
takut menjadi sasaran pembunuhan dengan alasan perbedaan etnis.47 Hal buruk 
yang dikhawatirkan jika konflik masih terus saja terjadi maka negara tersebut 
berada dalam krisis pangan.  
2.1.2 Kondisi Pangan Sudan Selatan  
Pangan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu wilayah 
terlebih negara, dimana dengan pangan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 
agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan pangan bagian dari hak masyarakat yang 
 
45 Perwakilan dari Food an Ariculture Organization di Sudan Selatan. 
46 Ibid. 
47 Franck Azobou, South Sudan Refugee Crisis, diakses dalam https://med.virginia.edu/family-
medicine/wp-content/uploads/sites/285/2018/12/Azobou_South-Sudan-Refugee-Crisis-112018.pdf 




harus dipenuhi oleh setiap negara dimana mereka tinggal.  Tentunya kondisi pangan 
setiap negara berbeda-beda, hal itu tergantung pada ketersediaan sumber daya alam 
maupun sumber daya manusianya, tingkat produksi dan konsumsi suatu negara. 
Sudan Selatan mengalami kerawanan pangan dan situasi gizi yang buruk sejak awal 
kemerdekaannya. Sudan Selatan merupakan negara baru dengan sebagian besar 
pendapatan luar negerinya berupa ekspor minyak. Sudan Selatan menghadapi 
masalah serius kerawanan pangan karena rendahnya tingkat produksi pangan dalam 
negeri per kapita, kekeringan yang tiap tahun terjadi, kemiskinan yang meluas, 
kerusuhan politik.  
Namun perang saudara yang pecah pada akhir 2013 membuat produksi 
minyak hampir berhenti total, perekonomian terus menurun hingga negara tersebut 
berada pada kondisi pangan yang buruk. Sudan Seltan menempati posisi kedua 
sebagai negara yang mengalami tingkat inflasi tertinggi di dunia setelah Venezuela. 
Ekspor minyak saat itu merosot tajam dari yang 300.000 barrel perhari menjadi 
hanya setengahnya saja.48 Menurut FAO di tahun 2012 menyatakan bahwa 60% 
kebutuhan kalori per hari masyarakat Sudan Selatan cukup rendah yaitu dibawah 
standar yang sudah disepakati.49 Permasalahan tersebut yang menjadikan Sudan 
Selatan dikategorikan sebagai negara baru yang mengalami krisis pangan dan 
malnutrisi. Dampak lainnya yang terjadi yaitu munculnya wabah penyakit karena 
kondisi lingkungan yang buruk.  
 
48 Hiba Morgan, South Sudan seeks to revive oil production, diakses dalam 
https://www.aljazeera.com/news/2018/11/south-sudan-holds-oil-conference-boost-industry-
181121162656481.html , pada tanggal (20/12/2019, 23:50 WIB).  




Berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga kesehatan anak di Sudan 
Selatan menyatakan bahwa 1 dari 4 anak di bawah lima tahun mengalami 
pertumbuhan yang terhambat, 1 dari 5 anak terbuang dan 1 dari 3 anak memiliki 
berat badan di bawah rata-rata.50 Keadaan tersebut karena mereka tidak 
mendapatkan gizi yang layak. Krisis pangan di Sudan Selatan juga disebabkan oleh 
ketersediaan pangan yang kurang, hal itu didukung dengan tidak stabilnya cuaca 
yang mengakibatkan gagal panen. Padahal Sudan Selatan menggantungkan 
perekonomiannya yang terletak pada hasil pertanian dan sebagian lain pada ekspor 
minyak mentah. Tetapi pada tahun 2017 dewan PBB sudah mengumumkan puncak 
krisis pangan paling buruk terjadi di tahun tersebut. Bahkan diperkirakan angka 
kelaparan akan melonjak terus setiap tahunnya. 
Krisis pangan adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang ditandai oleh 
menipisnya persediaan pangan. Semakin menipisnya persediaan pangan daapat 
memunculkan kondisi kelaparan yang berarti suatu kondisi dimana terjadinya 
penurunan asupan makanan secara kronis dan merupakan hasil dari status gizi 
sangat rendah di suatu populasi. Secara umum, krisis pangan dapat terjadi karena 
banyak faktor diantaranya diakibatkan oleh jumlah populasi penduduk di suatu 
daerah yang mengalami pertumbuhan cukup cepat pada setiap tahunnya.51 Negara-
negara Afrika dengan sebutan negara miskin memiliki tingkat pertumbuhan 
penduduk yang tinggi dan menempatkan mereka pada resiko lebih tinggi terhadap 
 
50 UNICEF Staff, 2019, Nutrition UNICEF South Sudan Annual Report 2018, hal 14, diakses dalam 
https://www.unicef.org/southsudan/media/1801/file/UNICEF-South-Sudan-Annual-Report-
2018.pdf pada tanggal (22/01/2020, 19:26 WIB). 
51 Supachai, 2008, The Global Food and Crisis : Causes and Policy Response, diakses dalam 
http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi30/journal.pdf pada 




krisis pangan. Dalam fenomena kemiskinan hampir mustahil kebutuhan gizi bisa 
dipenuhi terlebih untuk mewujudkan keamanan pangan bagi masyarakat. Semakin 
bertambahnya populasi penduduk, hal ini juga mempengaruhi permintaan pangan 
yang meningkat. Memasuki tahun 2019 total populasi di Sudan Selatan mencapai 
sekitar lebih dari 10 juta orang, sebagaimana disajikan dalam diagram berikut. 
Diagram 2.1 Total Populasi Sudan Selatan Tahun 2010-2020 
 
 Sumber: https://tradingeconomics.com/south-sudan/population  
Berdasarkan diagram data diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan 
populasi di Sudan Selatan mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan dari 
grafik tersebut juga sudah diperkirakan bahwa tahun 2020 akan mengalami 
pertambahan populasi. Menurut beberapa lembaga memperkirakan Afrika akan 
menghasilkan makanan yang hanya untuk sekitar seperempat populasi pada tahun 
2025 jika tingkat pertumbuhan saat ini akan terus berlanjut.52 Bersamaan dengan 
kemiskinan endemik dan kerentanan yang mempengaruhi orang-orang di wilayah 
tersebut.  
 




Selain karena populasi, sebuah krisis pangan dapat terjadi karena adanya 
perubahan iklim. Seperti yang sudah dijelaskan diatas tadi bahwa iklim yang tidak 
menentu dapat menurunkan produksi pangan suatu daerah. Makanan akan menjadi 
langka, harganya melonjak mahal dan tanaman akan kehilangan nilai nutrisi akibat 
perubahan iklim. Padahal ketersediaan pangan merupakan salah satu instrumen 
penting bagi suatu negara. PBB berpendapat bahwa suatu wilayah dapat 
digolongkan terancam wabah kelaparan ketika negara tersebut sudah tidak mampu 
mencukupi kebutuhan makan yang cukup bagi warganya.53  
Ketika suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan maka akan 
berdampak pada krisis pangan. Hal tersebut semakin buruk ketika kondisi ekonomi 
yang tidak stabil, akibatnya memicu kenaikan harga pangan. Terjadinya kenaikan 
harga pangan, secara tidak langsung juga akan mengurangi kemampuan masyarakat 
dalam mengakses kebutuhan pangan. Kondisi seperti itu sebenarnya tidak hanya 
terjadi di Sudan Selatan yang sedang mengalami krisis pangan akibat perang 
saudara saja, melainkan juga negara-negara yang dikategorikan sebagai negara 
miskin dan negara berkembang. Rata-rata di negara berkembang menghabiskan 
kurang lebih 50 persen – 80 persen pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan 
pangan.54 Sudan Selatan kedalam negara paling miskin nomer satu karena memiliki 
pendapatan per kapita terendah diantara negara lain yaitu US $228 per tahun.55 
Sudan Selatan tentu mengalami kenaikan harga pangan yang cukup tinggi, 
terlebih pada bahan pokok seperti jagung, sorgum dan tepung. Tepung dan gandum 
 
53 Ibid, hal 5. 
54 Ibid, hal 1. 




lebih memiliki pasar di rumah tangga berpendapatan menengah dan kaya di daerah 
perkotaan.56 Sedangkan sorgum dan jagung pada umumnya sebagai makanan 
pengganti tetapi prioritas masyarakat bergeser ke makanan jagung dari waktu ke 
waktu. Sejak terjadinya konflik harga sorgum eceran semakin naik tiap tahunnya. 
Ketika bahan pokok sudah melambung tinggi, masyarakat semakin tidak mampu 
untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kemungkinan kendala pasokan selama 
musim hujan, kemudian terjadilah ancaman kelaparan besar-besaran. Pada 
pertengahan tahun 2019 sudah lebih dari separuh masyarakat Sudan Selatan 
beresiko kesulitan makanan dan kekurangan air, jika tanpa adanya bantuan maka 
jumlah tersebut akan terus bertambah.57 Keadaan rawan pangan seperti ini juga 
terjadi di negara-negara Afrika Timur seperti gambar berikut 
Gambar 2.1 Klasifikasi Ketahanan Pangan Afrika Timur 2019 
 
Sumber: https://fews.net/eastafricafoodsecurity  
 
56 WFP, 2017, WFP South Sudan Market Price Monitoring Bulletin, hal 3, diakses dalam 
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp290529.pdf, pada tanggal 
(23/02/2020, 19:53 WIB). 




Gambar diatas menampakkan bahwa negara-negara di Afrika Timur masih 
banyak yang mengalami kondisi pangan yang buruk dengan berbagai macam 
penyebab seperti akibat perubahan iklim, negara dengan konflik maupun 
ketidakstabilan ekonomi. Terlihat bahwa sebagian besar wilayah Afrika Timur 
berada pada tingkat krisis pangan yang akut yaitu terjadi di Somalia, Kenya, Sudan, 
Ethiopia serta Sudan Selatan. Pada gambar, terlihat Sudan Selatan berwarna merah 
dimana artinya kondisi pangan disana sudah pada tingkat emergency. Perubahan 
iklim, konflik dan ketidakstabilan ekonomi masih menjadi penyebab utama adanya 
krisis pangan masal ini di Afrika Timur.58  
Kemiskinan dan kelaparan dapat meningkat disebabkan oleh perpindahan 
orang yang terkena dampak konflik. Terlebih Somalia dan Sudan Selatan sudah ada 
wilayah yang masuk dalam fase darurat pangan. Dengan adanya penyebaran 
kelaparan, 66% populasi yang ada di Sudan Selatan bertahan hidup dengan kurang 
dari 2 dollar per hari.59 Selain itu beberapa pedesaan di Sudan Selatan sudah ada 
yang mulai makan daun langsung dari pohon karena mereka sudah tidak mampu 
membeli makanan lain sebagian lainnya memakan biji-bijian, ikan yang ada di 
sungai serta tanaman liar. Kondisi pangan yang seperti ini merupakan tantangan 
bagi masyarakat untuk berjuang memenuhi kebutuhan pangannya. 
2.1.3 Krisis Pangan Sudan Selatan Pasca Konflik 2013 
A. Dampak Konflik Terhadap Krisis Pangan 
 
58 African Food Issue, Op.Cit. 
59 Andy Catley, 2018, Livestock and Livelihoods in South Sudan, paper, hal 12, diakses dalam  
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c6ebda7ed915d4a33065327/Livestock.pdf, pada 




Ketidakstabilan politik serta pengungsian terkait konflik merupakan 
penyebab krisis pangan yang paling banyak. Makanan sering kali tidak dapat 
diakses oleh warga yang terjebak dalam konflik, dimana pasokan yang terbatas dari 
komoditas ini juga yang menyebabkan harga meningkat sehingga membuat 
sebagian besar makanan sulit untuk di jangkau. Perang dan konflik memberikan 
dampak yang buruk dalam terjadinya krisis pangan di Afrika maupun negara-
negara dunia ketiga. Konflik Sudan Selatan yang terjadi sejak akhir 2013 antara 
presiden Salva Kiir dan wakil presiden Riek Machar menimbulkan banyak sekali 
dampak mulai dari sektor ekonomi, politik, infrastruktur dan perpecahan antar etnis.  
Perdagangan minyak juga sempat terhenti dan beberapa perdagangan 
dengan negara lain terputus karena konflik. Daerah perbatasan untuk masuknya 
jalur perdagangan sempat kacau. Namun aspek yang paling berdampak salah 
satunya inflasi besar-besaranpun terjadi, menyebabkan harga impor pangan tidak 
terjangkau dan harga kebutuhan pokok melambung. Hal tersebut disebabkan karena 
adanya gangguan masa penanaman dan panen sebagai akibat dari konflik. Akhir 
tahun 2016 rata-rata harga Sorgum eceran di ibukota Sudan Selatan yaitu Juba 7,7 
dollar per kilogram, dimana harga ini 10 kali lebih tinggi dibandingkan sebelum 
adanya konflik pada akhir tahun 2013.60 
Terjadinya konflik memperburuk akses terhadap makanan yang 
mengakibatkan kelangkaan terhadap adanya makanan di suatu wilayah negara. Hal 
tersebut karena pada saat terjadinya konflik, masyarakat sulit mendapatkan akses 
makanan karena berada dalam situasi yang tidak kondusif dan aman. Konflik yang 
 




sedang berlangsung mendorong jutaan orang harus menghadapi kerawanan pangan, 
berarti tidak ada cukup makanan yang terjangkau untuk di beli. Stok makanan yang 
rendah disebabkan oleh ketidakpastian situasi keamanan. Mata uang Sudan Selatan 
mengalami penyusutan nilai terkait adanya konflik yang terjadi, biaya transportasi 
dan harga makan dibebankan oleh konsumen. Sekitar 85% pendapatan hanya untuk 
membeli makanan, berarti harus mengorbankan biaya sekolah, biaya pengobatan, 
listrik dan kebutuhan lainnya.61 Berikut gambar grafik kenaikan makanan pokok di 
Sudan Selatan. 
Grafik 2.1 Kenaikan biaya makan di Sudan Selatan 2013-2018 
 
Sumber: https://thewashingtonpost.com  
Grafik diatas menunjukkan meningkatnya harga pangan setiap tahun, tidak 
heran jika Sudan Selatan berada dalam kondisi krisis hingga menyebabkan 
malnutrisi. Maka dari itu masyarakat negara tersebut kebanyakan mereka makan 
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kacang dan tepung jagung yang direbus.62 Ketidakamanan dan kekerasan telah 
mengubah negara ini menjadi daerah yang sangat rawan pangan, bergantung pada 
bantuan kemanusiaan. Penandatanganan perjanjian untuk menemukan jalan tengah 
agar berdamai, malah dilanggar dan pasukan bersenjata sempat menyerang relawan 
serta memblokir akses bantuan pangan untuk warga sipil yang terdampak konflik.63 
Kekerasan yang berkelanjutan membuat beberapa warga harus kehilangan tempat 
tinggal, pasar yang terpaksa ditutup karena konflik dan lahan pertanian.  
Semua yang sudah dilakukan membuat masyarakat kesulitan untuk 
mendapatkan makanan yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup. Hal 
tersebut sudah mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal karena kekerasan, 
meningkatnya resiko penyakit karena kurangnya gizi serta kelaparan. Sekitar 4,4 
juta orang meninggalkan rumah mereka dan memilih mengungsi ke tempat yang 
lebih aman.64 Sekitar 2 juta diantaranya memilih mengungsi ke negara-negara 
tetangga. Namun, mengungsi menuju ke tempat aman tidak sepenuhnya menjamin 
mereka terhindar dari kelaparan. Tidak adanya pekerjaan membuat mereka susah 
untuk membeli makan. Mereka yang mengungsi membutuhkan bantuan dari 
organisasi internasional terutama dalam bidang makanan seperti WFP.  
Selain orang dewasa, dampak konflik juga dirasakan oleh anak-anak. 
Mereka harus rela putus sekolah, terlantar dan tidak sedikit yang mengalami gizi 
buruk.65 Bahkan ada juga yang dijadikan tentara pasukan bersenjata, mereka staff 
pendukung dalam konflik sejak 2013 padahal masih berada di bawah umur. 
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Bertahun-tahun dalam kondisi tidak aman dan pergolakan yang terus terjadi 
memiliki dampak yang megerikan bagi anak-anak dan mengancam seluruh 
generasi. Sudan Selatan sudah berada di tingkat kurang gizi paling buruk menurut 
UNICEF. Jika krisis pangan ini tidak segera diatasi, maka akan menjadi sumber 
konflik baru, menyebabkan gelombang imigrasi besar-besaran ke negara lain dan 
kelaparan yang tak terhindarkan.  
B. Dampak Lingkungan Terhadap Krisis Pangan 
FAO menyatakan jika perubahan iklim terjadi begitu saja tidak terkendali, 
suhu yang naik, cuaca yang tidak menentu serta terjadi penurunan lahan terus 
menerus dapt memicu krisis pangan dunia. Menurut beberapa ahli juga kekeringan 
maupun cuaca ekstrem yang terjadi di area-area yang mengalami krisis pangan 
dalam beberapa dekade belakangan adalah hasil dari terjadinya perubahan iklim. 
Perubahan iklim tampak memperburuk kemampuan orang untuk mendapatkan 
cukup makanan. Kelaparan meningkat saat panen dan mata pencaharian di negara-
negara miskin dilenyapkan oleh banjir dan kekeringan yang cukup ekstrim. Sebuah 
penelitian juga menjelaskan bahwa konflik dan perubahan iklim sebagian besar 
bertanggung jawab atas meningkatnya kelaparan global.66  
Perubahan iklim dapat dikatakan memperburuk kemampuan manusia untuk 
mendapatkan cukup makanan. Kelaparan meningkat saat panen dan mata 
pencaharian di negara-negara krisis dilenyapkan oleh banjir dan kekeringan 
ekstrim. Seperti krisis pangan yang terjadi di Sudan Selatan selain dari faktor 
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konflik yang tidak kunjung selesai, hal tersebut diperparah dengan cuaca ekstrim 
yang mengakibatkan gagal panen dan banyak hewan ternak mati. Resiko iklim 
merupakan salah satu tantangan terbesar dalam memastikan keamanan pangan dan 
gizi di Sudan Selatan. Wilayah geografis Sudan Selatan dikelilingi oleh daratan 
sehingga negara ini tidak dapat mengandalkan kekayaan laut sebagai sumber 
perekonomiannya. Terdapat 95% orang di Sudan Selatan bergantung pada sektor 
iklim yang sensitif termasuk pertanian, sumber daya hutan dan perikanan sebagai 
mata pencaharian mereka.67 Oleh karena itu, bencana alam seperti kekeringan dan 
banjir adalah beberapa kontribusi penyebab terjadinya kerawanan pangan di negara 
ini.  
Perang saudara sudah menghancurkan sektor pertanian yang membuat harga 
kebutuhan pokok terus melambung. Keadaan ini semakin sulit ketika turunnya 
hujan yang dibutuhkan agar bisa bercocok tanam tidak dapat diandalkan. 
Persediaan makanan negara tersebut sudah menipis namun kekeringan telah 
melanda negara tersebut pada awal 2019.68 Warga yang berada dalam pengungsian 
harus menghadapi tantangan utama yang dihadapi ketika kekeringan melanda yaitu 
langkanya sumber air bersih. Mereka hanya mengandalkan air keruh yang harus 
dibagi oleh banyak orang. Sudan Selatan mengalami panen buruk pada 2018 
ditambah dengan hujan yang tertunda di awal 2019 dan dampak konflik yang masih 
berlangsung, membuat krisis pangan semakin parah. Sulitnya untuk menanam 
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kebutuhan pokok, membuat harga sereal semakin tinggi. Selain mengalami bencana 
kekeringan, negara ini juga terkenal dengan rentannya bencana banjir bandang.  
Beberapa bulan setelah terjadi kekeringan, Sudan Selatan dilanda bencana 
banjir yang diperkirakan 74.000 hektar lahan pertanian rusak dengan hilangnya 
sekitar 72.600 ton sereal.69 Banjir tersebut juga merendam tempat-tempat 
penampungan, rumah warga, sumber air dan tanaman sumber makanan. Air yang 
tidak kunjung surut dapat merusak cukup besar tanaman, lahan subur dan ternak. 
Berarti dampak yang disebabkan oleh banjir tidak hanya pada sektor pertanian saja 
yang mengalami kerugian melaikan juga berdampak pada sektor peternakan. Hal 
tersebut terlihat adanya kematian hewan ternak semakin meluas, peningkatan 
peringatan penyakit ternak dan terbatasnya ketersediaan tumbuhan hijau karena 
padang rumput yang terendam.70 Otomatis akan terjadi penurunan yang signifikan 
dalam produktivitas ternak dan produksi susu. 
C. Krisis Pangan dan Kesiapan Pemerintah 
Krisis pangan mempunyai definisi suatu keadaan dimana suatu wilayah atau 
negara kekurangan makanan dalam waktu yang lama dan ekstrim. Terjadinya krisis 
pangan di suatu negara ada beberapa faktor seperti negara tersebut berada pada 
daerah yang rawan bencana alam, meningkatnya harga pangan dunia, karena terjadi 
konflik berkepanjangan, berada di iklim ekstrim serta bertambahnya populasi.71 
Jika sudah terjadi maka dibutuhkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas 
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produk pangan negaranya. Krisis pangan tersebut rentan terjadi pada negara 
berkembang dan negara miskin. Seperti negara yang sudah dibahas di atas yaitu 
Sudan Selatan. Sudan Selatan mengalami krisis pangan dengan penyebab utamanya 
konflik yang berkepanjangan.  
Konflik yang berawal pada akhir tahun 2013, dengan permasalahan perebutan 
kekuasaan politik kemudian merambat menjadi konflik antar suku.72 Konflik ini 
menjatuhkan banyak korban, serta menyebabkan kelaparan parah hingga 
menyebabkan kematian. Masyarakat yang terkena dampak konflik yaitu berada 
pada tiga negara bagian di Sudan Selatan yaitu Jonglei, Upper Nile dan Unity 
mereka menghadapi kondisi terburuk.73 Bahkan di negara-negara bagian yang tidak 
terdampak konflik langsung seperti Warrap dan Bahr el Ghazal mengalami harga 
pangan yang tinggi, kenaikan inflasi serta berkurangnya daya beli yang mendorong 
banyak keluarga yang kelaparan. Krisis pangan yang terjadi di Sudan Selatan selain 
karena konflik hal ini diperparah dengan cuaca yang tidak menentu yang 
menyebabkan gagal panen. Kelaparan parah dapat terjadi karena ketidaksiapan 
pemerintah Sudan Selatan dalam mengatasi krisis pangan, kurangnya dukungan 
pada sektor pertanian dan mediasi yang berjalan kurang baik untuk mengakhiri 
konflik. Peningkatan produksi makanan dan ternak sangat penting untuk ketahanan 
pangan di Sudan Selatan karena tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan 
impor saja, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani.74  
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Dalam sejarah terjadinya krisis pangan menunjukkan bahwa banyak negara 
yang benar-benar tidak mempersiapkan apapun dalam menghadapi krisis yang 
terjadi secara darurat dan tiba-tiba. Ketidaksiapan pemerintah dalam 
penanggulangan akibat konflik dapat dilihat dari tingginya angka korban konflik, 
warga sipil yang kehilangan tempat tinggal dan kelaparan yang semakin parah. 
Pemblokiran beberapa jalan oleh kelompok pemberontak menyebabkan kesulitan 
dalam menyalurkan bantuan makanan. Ketidaksiapan pemerintah dalam 
menanggulangi hal tersebut menjadikan dampak konflik semakin dirasakan oleh 
masyarakat. Pemerintah masih harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat 
banyak, meskipun mereka tidak memiliki sumber pendapatan baru. Saat ini dapat 
dikatakan hampir tidak ada ekspor nonmigas yang dihasilkan dari negara ini. 
Walaupun Sudan Selatan mendapatkan bantuan dana yang berasal dari bantuan 
internasional, tetapi tidak membuat pemimpin negara ini hanya berdiam diri karena 
telah mendapatkan bantuan.  
Tentunya mereka masih harus terus berjuang demi kesejahteraan 
masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pemerintah menaikkan 
biaya ijin kerja bagi pekerja bantuan asing dari 100 dolar per orang menjadi 10.000 
dolar. Begitulah usaha yang dilakukan pemerintah untuk membawa Sudan Selatan 
keluar dari masalah ekonomi yang menimpa mereka. Kemudian upaya untuk 
menanggulangi bertambahnya kelaparan, pemerintah juga seharusnya 
menyediakan investasi pelengkap di jalan pedesaan dan infrastruktur jalan lainnya 
juga diperlukan, bersama dengan dana untuk pemeliharaan. Hal ini kemudian 




permasalahan tersebut dan mengandalkan bantuan internasional dalam menghadapi 
krisis pangan yang terjadi.75 
Saat adanya krisis pangan berbagai organisasi internasional menunjukkan 
simpati dan perhatiannya terhadap masalah-masalah yang terjadi. Bentuk perhatian 
dalam krisis pangan dapat ditunjukkan dengan memberikan dan mengirimkan 
bantuan dalam bentuk penyaluran makanan dan cara-cara lainnya yang dapat 
menyelamatkan warga yang terdampak krisis pangan tersebut. Organisasi di bawah 
PBB bergerak dalam mengatasi krisis pangan yaitu FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nation) yang membantu dalam aspek kerawanan 
pangan, gizi buruk, menjadikan pertanian maupun kehutanan dan perikanan lebih 
produktif dan berkelanjutan, serta memungkinkan sistem pertanian dan pangan 
yang efisien.76 Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan sistem pangan 
agar dunia tanpa kelaparan. FAO bekerja sama dengan pemerintah Sudan Selatan 
untuk meningkatkan gizi dan memberantas kelaparan di negara itu.  
Adapun beberapa jenis bantuan yang diberikan kepada Sudan Selatan adalah 
peningkatan berkelanjutan dalam produksi dan produktivitas untuk ketahanan 
pangan dan gizi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, meningkatkan 
ketahanan mata pencaharian terhadap ancaman dan krisis.77 Dalam menjalankann 
operasinya dalam mengatasi warga yang terdampak konflik, FAO menargetkan 
pencapaiannya melalui bantuan dalam jangka panjang. FAO berencana untuk 
membantu 2,8 juta orang dalam memproduksi makanan dan melindungi aset ternak, 
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kemudian dukungan mata pencaharian darurat FAO meliputi menyediakan media 
tanam tanaman, media tanam sayuran, perlengkapan memancing dan vaksinasi 
ternak yang disediakan untuk kurang lebih 5 juta ekor sapi.78 Target perencanaan 
menjadi hal yang penting guna melaksanakan bantuan secara tepat sasaran dan 
menjangkau daerah-daerah masih sulit dijangkau transportasi. Sejak awal merdeka 
dari Sudan hingga saat ini, Sudan Selatan dengan luas 619,745 km persegi hanya 
memiliki sebagian saja jalan yang sudah beraspal.79 
Selain FAO, United Nations Emergency Children’s Fund (UNICEF) juga 
merupakan organisasi dibawah naungan PBB yang menangani kebutuhan anak-
anak juga turut terlibat dalam menangani kondisi darurat pasca konflik di Sudan 
Selatan. UNICEF bekerja sehari-hari di tempat terberat di lebih dari 190 negara di 
dunia untuk menjangkau anak-anak yang paling rentan dan kurang beruntung.80 
Konflik yang terjadi di Sudan Selatan telah menghancurkan kehidupan ratusan ribu 
anak-anak. Mereka mengkhawatirkan jika konflik terus terjadi maka akan berakibat 
buruk pada kesehatan mental anak-anak di negara konflik. UNICEF ingin 
membebaskan anak-anak dari kelompok bersenjata, baik pemerintah maupun 
oposisi utama telah menandatangani kesepakatan tersebut. 
Perpindahan dalam skala besar telah memisahkan banyak anak dari keluarga 
mereka, menghentikan pendidikan mereka dan mengekspose mereka pada 
kekerasan, eksploitasi serta perekrutan dalam kelompok bersenjata. Adapun target 
yang telah dibuat oleh UNICEF yaitu merawat lebih dari 165.000 anak-anak untuk 
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kekurangan gizi akut pada tahun 2016.81 Tidak hanya berhenti sampai di tahun 2016 
organisasi tersebut melindungi anak-anak korban konflik, tetapi hingga saat ini 
berbagai program masih berjalan di Sudan Selatan. UNICEF dalam memperkuat 
kerjasamanya dengan WFP dan WHO memastika kesinambungan perawatan 
melalui mekanisme rujukan tanpa batas di berbagai program dalam perawatan 
anak-anak dengan gizi buruk di Sudan Selatan. Karena salah satu dampak dari 
adanya krisis pangan tidak hanya kelaparan namun terjadinya gizi buruk pada anak. 
 Selain FAO dan UNICEF, organisasi internasional lain dibawah naungan 
PBB yang juga merespon memberikan bantuan dalam mengatasi krisis pangan di 
Sudan Selatan setelah terjadinya konflik akhir tahun 2013 adalah WFP. Organisasi 
tersebut memberikan bantuan dengan menggunakan setiap alat yang tersedia agar 
dapat menjangkau pengungsi di tempat yang jauh dari kota. Sebagai organisasi di 
bidang pangan, WFP yang dibentuk oleh PBB dan FAO ini memiliki perjalanan 
panjang dalam menyalurkan bantuan pangan hampir di 80 negara.82 Organisasi 
tersebut menyediakan dukungan logistik yang diperlukan untuk memberikan 
makanan kepada masyarakat di negara-negara yang membutuhkan seperti Sudan 
Selatan pada waktu dan tempat yang tepat. 
Pertama kali WFP dapat diakses oleh Sudan Selatan sejak awal merdeka yaitu 2011 
namun, untuk menjalankan operasi bantuan darurat (Emergency Operation) pasca 
konflik kepada Sudan Selatan yaitu pada tahun 2014 saat negara tersebut berada 
dalam kondisi kerawanan pangan akibat konflik dan gagal panen akibat dari cuaca 
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tidak menentu.83 Pemerintah merupakan mitra kerja yang sangat penting bagi WFP 
dalam membuat program menyediakan bantuan makanan. WFP telah melakukan 
berbagai upaya melalui program-program yang sudah disepakati dalam mengatasi 
krisis pangan di Sudan Selatan. Pemerintah Sudan Selatan dan WFP bekerjasama 
untuk mencapai tujuan yaitu pembenahan ekonomi dan penanggulangan kelaparan. 
Termasuk membantu anak-anak Sudan Selatan mendapatkan gizi yang cukup 
karena lebih dari satu juta anak dibawah lima tahun mengalami malnutrisi. Sesuai 
visinya untuk dunia, WFP ingin di mana setiap orang memiliki akses cukup 
terhadap makanan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. 
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